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JIKA PEMDA TAK PATUH ]

Sri Mulyani Ancam
‘Sunat’ Anggaran Daerah
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Sti Mulyani Ancam ...

merubal ponjabaran APHD. Setelabiza,
kalau sudah memenuhl. y2 kami
cairkan, Kalao tidak bisa memenuld
(keigntuan slokasi), kami potang
{angaran)” bjar Budiarso.
Sebenarnya, skema scrupa telsh
dignmakan pemerintah tnok member-
Ikan sanksi techadap desa yang memi-
liki sisa dana di rekening kas desa
(RKD), Hal int toreantum dalam Pasal
27 Peraturan Pomecintah (FP) Nomor
& Taliun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Komor 60 Tabun 2014 Tentang Dana
Dhesa yang Rersumber dart Angzaran
Pendapatan dan Relanga Negara.
Datam beleld tersebus, bopatvwall-
kota daerah menjatubkan sanksl ad-
ministratif kepada desa yang masih
memiliki sisa dana di RKD lebih dari
30 persen hiugygn akhic tshun anggaran.
Sanksi administrasi torsebut berupa
pemotongan penyaluran dana desa
tahun anggaran borikutnya sebesar sisa
daria desa tahiun berjalan.
Pemotongan penyaluran dana desa
tersobut mengedi dasar Monter: Ke-
usigan melakulan pemotongan penya-
luran dana dess untuk kabupaten/ kota
pada tahun anggaran berikutnya
Budiarso mengungkapkan sanksi
bag: pernda yang tidak mengalckastkan
belanja sesual ketortuan akan tertuang

fsebutkan Sri Mulyani, dar
546 permda yang terdiri dari 34
provinst dan 514 ksbupaton/xota,
masih ada 192 daerah yang udak

Delanjs Daeral Ketentzan mink-
mal 20 persen aan Dana
Alokast Umum (DAU) untuk pem-
angunan indrastrukine juga bolum
diprnuhi 302 dacrah,
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dalam Peraturan Menteri Kounangan
(MK} yang akan torbit tabun depan

Efslonsi perjalanan dinas

FPresiden Joko Widoda menekanksn
periunya jajiran pemerintah, balk
pusal maupun dacrah untul memper- ¢
kuat sinkronisas, hammenian, beter
paduan, serta sinergi antara kegiatan |
yang dulinah APEN,AFED, dana trans- |
fer ww dhersh, dan Dapa Desa

*Ini harus sambung, laras terinteg-
il Habate tidak, ind saya ulang lagl,
bangun boadungan bangun waduk,
waiduknya ada irigasinya.enigak ada
Ik mggnk =atu dua. Jangan kita ulang |
sokali lagl yang !npagqi_-lnlr‘ Mita:
Presiden Jokowi. * <
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s perencanaan anggaran Yand ok
poninghatkan telanja publik dan pe-
Fuuhi bebana masdaten yang berkiueg
detgan belanja pondidikan, kesehatan,
dan lur-flatn. 2 =

Dalmn kegempatan teeasbut, Pres
den meminta agar Paraturan (el
(Ferda) tentang Apggaran Pendapatis
dan Helanja Dazrah (AP harus di-

salikan tepat waktgnelakukan eftsion.
81 belanja operssiogal, m r

belanja dpegawai, per.

dan rapat-rapat. -

Presiden juga mengingd hau. agar
Dana Desa melalu kegiatan swakelols
yang bersifat padat karya dilakukan
dengan skema cash for work )

schelumn pemang-
kasan ftu dilakukan, Kemenkeu
akan memberikan peringalan
kopada poinda terkalt tntuk mem-
benahl alokasi anggaran dalam
APED.Jika ftu terjudi, pemerintal
pusat akan menunda pencalran
dana transfer ke dasrah pemds
terkail.
“Kalau dia (pemda) berkomit:
men (untuk membenshl AFBD).
kami cairkan (dana wansfer ke

Ean perubahan AVED, paling tidak
Eersambung ke him A-11



